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Amar Putusan       : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya. 

Tanggal Putusan : Selasa, 1 November 2011 
Ikhtisar Putusan  :  

          Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang hak-hak 
konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) UU 36/2009. Pemohon selaku orang yang peduli terhadap masalah 
pertembakauan dan cengkeh Indonesia dan mendapat mandat untuk mewakili 
beberapa kepala desa serta warga desa Kabupaten Temanggung yang latar belakang 
kehidupannya sebagai penghasil tembakau dan cengkeh yang menjadi tumpuan dan 
harapan serta penggerak roda perekonomian masyarakat Kabupaten Temanggung; 
          Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan  Pemohon 
mengenai pengujian UU 36/2009 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang 
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 
          Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon mendalilkan memiliki 
lahan persawahan sekitar 2 Ha yang oleh para penggarap sawah sering ditanami 
tanaman jenis Tembakau Sawah. Oleh karenanya, dengan berlakunya Pasal 113 ayat 
(1), ayat (2), dan ayat (3) UU 36/2009, menurut Pemohon, memunculkan 
ketidakpastian hukum dan perasaan was-was mengalami kerugian materiil apabila 
tidak menanam tembakau. Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon sebagai 
perorangan warga negara Indonesia mempunyai hak dan/atau kewenangan 
konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, dan Pasal 28I 
UUD 1945 yang menurut Pemohon, dirugikan oleh berlakunya Pasal 113 ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3) UU 36/2009. Oleh karenanya, Pemohon prima facie memiliki 
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; 
          Terkait dengan pokok permohonan bahwa. ada persoalan konstitusional yang 
harus dijawab oleh Mahkamah, yang pada pokoknya, yaitu apakah Pasal 113 UU 
36/2009 yang menyatakan tembakau dan produk yang mengandung tembakau (padat, 
cair, dan gas) digolongkan sebagai zat adiktif adalah bersifat diskriminatif dan 
melanggar hak konstitusional Pemohon serta melanggar asas kepastian hukum, asas 
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keadilan, dan asas kemanfaatan, sehingga bertentangan dengan konstitusi. 
Mahkamah berpendapat, terhadap  diskriminasi yang selalu dihubungkan dengan 
adanya perlakuan yang berbeda terhadap sesuatu hal, tidaklah berarti bahwa secara 
serta-merta perlakuan yang berbeda tersebut akan menimbulkan diskriminasi hukum. 
Suatu pembedaan yang menimbulkan diskriminasi hukum, haruslah dipertimbangkan 
menyangkut pembedaan apa dan atas dasar apa pembedaan tersebut dilakukan. 
Pembedaan yang akan menimbulkan status hukum yang berbeda tentulah akan diikuti 
oleh hubungan hukum dan akibat hukum yang berbeda pula antara yang dibedakan. 
Dari pembedaan-pembedaan yang timbul dalam hubungan hukum dan akibat hukum 
karena adanya pembedaan status hukum akan tergambar aspek diskriminasi hukum 
dari suatu pembedaan, karena daripadanya akan diketahui adanya pembedaan hak-
hak yang ditimbulkan oleh diskriminasi. Oleh karena itu, pembedaan yang dapat 
mengakibatkan diskriminasi hukum adalah pembedaan yang dapat menimbulkan hak 
yang berbeda di antara pihak yang dibedakan. Dengan demikian, hanya pembedaan 
yang melahirkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda saja yang dapat menimbulkan 
diskriminasi hukum. Karena pendukung hak dan/atau kewajiban adalah subjek hukum, 
maka hanya pembedaan yang menimbulkan kedudukan hukum yang berbeda 
terhadap subjek hukum saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum. Tembakau 
bukanlah subjek hukum karena tembakau bukanlah pemangku hak, melainkan hanya 
sebagai objek hukum yang dalam Pasal 113 Undang-Undang a quo menurut Pemohon 
dibedakan dengan produk lainnya, karena disebutkan sebagai zat adiktif sedangkan 
barang dan produk lain yang juga mengandung zat adiktif tidak disebutkan dalam 
pasal a quo. Hal demikian sejalan dengan UUD 1945 yang melindungi setiap orang 
dari perbuatan diskriminatif, yaitu setiap orang sebagai subjek hukum; 
Tembakau bukanlah subjek hukum karena tembakau bukanlah pemangku hak, 
melainkan hanya sebagai objek hukum yang dalam Pasal 113 Undang-Undang a quo 
menurut Pemohon dibedakan dengan produk lainnya, karena disebutkan sebagai zat 
adiktif sedangkan barang dan produk lain yang juga mengandung zat adiktif tidak 
disebutkan dalam pasal a quo. Hal demikian sejalan dengan UUD 1945 yang 
melindungi setiap orang dari perbuatan diskriminatif, yaitu setiap orang sebagai subjek 
hukum. Bahwa tembakau bukan subjek hukum tetapi sebagai objek hak yang berupa 
benda (ius ad rem). Hukum justru telah sejak lama mengadakan pembedaan terhadap 
objek hak. Perbedaan antara benda publik dan benda privat dalam hukum administrasi 
negara tidak didasarkan atas wujud bendanya tetapi lebih kepada peruntukannya. 
Dengan demikian, pembedaan yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum adalah 
pembedaan terhadap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, bukan 
pembedaan terhadap objek hak. Apabila hak atas non-diskriminasi sebagai hak asasi 
manusia diterapkan kepada benda sebagai objek hak, maka akan merusak sendi-
sendi hukum karena hukum justru membeda-bedakan benda atas dasar status 
hukumnya meskipun wujud dari benda tersebut sama; 
           Bahwa Pemohon lebih lanjut mendalilkan tidaklah adil Pasal 113 UU 36/2009 a 
quo hanya mencantumkan tembakau sebagai zat adiktif, sedangkan ganja tidak 
dimasukkan sebagai zat adiktif padahal ganja nyata-nyata sebagai zat adiktif. 
Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat, Bahwa adanya ketentuan Pasal 113 
Undang-Undang a quo yang hanya menyebutkan tembakau sebagai zat adiktif 
tidaklah berarti bahwa jenis tanaman lain yang tidak disebutkan dalam Pasal a quo, 
secara serta-merta tidak termasuk zat adiktif, kalau memang nyata-nyata mengandung 
zat adiktif. Pasal 113 UU 36/2009 tidak menutup Undang-Undang lain untuk 
menyebutkan ada zat adiktif lain selain tembakau. Jauh sebelum UU 36/2009 
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diundangkan, pada 1976 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 
tentang Narkotika. 
           Bahwa meskipun dalam UU Narkotika 1976 belum digunakan penyebutan zat 
adiktif, tetapi dalam bagian ”Menimbang huruf b” Undang-Undang tersebut dinyatakan, 
”bahwa sebaliknya, narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat 
merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang saksama”. 
Dengan demikian dasar pengaturan terhadap narkotika sama dengan dasar 
pengaturan terhadap tembakau dalam UU 36/2009 yaitu, ”dapat menimbulkan 
ketergantungan yang merugikan” yang artinya sebagai zat adiktif. Berdasarkan Pasal 
1 angka 1 huruf a UU Narkotika 1976, narkotika adalah bahan yang disebutkan pada 
Pasal 1 angka 2 sampai dengan angka 13, dan dalam angka 12 disebutkan, ”tanaman 
ganja adalah semua bagian dari semua tanaman genus Cannabis, termasuk biji dan 
buahnya”. Dengan demikian, terhadap tanaman ganja telah dilakukan pengawasan 
dan bahkan larangan penanaman jauh sebelum UU 36/2009 diundangkan, yaitu sejak 
tahun 1976. UU Narkotika 1976 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1997 dan terakhir digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang 
dalam Undang-Undang terbaru ini, pengawasan dan larangan terhadap tanaman 
ganja masih tetap diberlakukan. Dengan demikian ternyata bahwa terhadap tanaman 
ganja telah diatur pengawasannya sejak tahun 1976. Berdasarkan uraian tersebut di 
atas, maka penyebutan tembakau sebagai zat adiktif pada Pasal 113 UU 36/2009 tidak 
menjadikan hanya tembakau saja yang termasuk sebagai zat adiktif secara eksklusif. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan Pasal 113 UU 36/2009 tersebut tidak 
melanggar larangan diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) 
UUD 1945; 
          Bahwa dalam persidangan terdapat ahli yang menyatakan bahwa penempatan 
pengaturan tembakau dalam Pasal 113 UU 36/2009 a quo adalah tidak tepat 
berdasarkan teori pembentukan Undang-Undang yang baik dan UU 36/2009 tersebut 
kurang sempurna pembuatannya karena Pasal 113 UU 36/2009 a quo terkesan tiba-
tiba saja diatur, yang tidak terkait secara sistematis dengan materi lain yang diatur oleh 
UU 36/2009 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Terhadap hal tersebut, 
Mahkamah dalam beberapa putusannya telah menyatakan bahwa terhadap dalil 
bahwa sebuah norma adalah kabur yang dapat menimbulkan multitafsir, tidaklah 
serta-merta diputus sebagai norma yang tidak menjamin kepastian hukum 
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D UUD 1945, tetapi Mahkamah menyatakan hal 
demikian termasuk dalam implementasi dari norma tersebut sehingga tidak 
bertentangan dengan asas kepastian hukum yang dimaksud oleh Pasal 28D UUD 
1945. Dalam putusan-putusan yang lain, Mahkamah juga menyatakan bahwa apabila 
suatu norma yang dimohonkan untuk diuji ternyata dapat ditafsirkan secara berbeda 
dan perbedaan tafsir tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum yang 
menyebabkan dilanggarnya hak konstitusi warga negara, maka Mahkamah memberi 
putusan conditionally constitutional yaitu dengan memberi penafsiran tertentu supaya 
tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau terlanggarnya hak-hak warga negara. 
Dalam Pasal 113 a quo sama sekali tidak bersangkut paut dengan soal diskriminasi 
terhadap subjek hukum, termasuk Pemohon, melainkan berkaitan dengan tembakau 
sebagai objek yang diatur oleh hukum sebagai zat adiktif. Dengan demikian, maka 
dikabulkan atau ditolaknya permohonan pengujian mengenai Pasal 113 Undang-
Undang        a quo tidak ada subjek hukum yang diuntungkan ataupun dirugikan secara 
konstitusional. Jaminan dan perlindungan yang dimaksud oleh Pasal 28D UUD 1945 
adalah jaminan terhadap pengakuan serta perlindungan hukum kepada Pemohon, 
sedangkan Pasal 113 UU 36/2009 a quo sama sekali tidak mengubah pengakuan 
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terhadap Pemohon. Dan juga pasal a quo tidak bersangkut paut dengan larangan 
untuk menanam tembakau. Sekiranya sekarang terdapat anjuran untuk beralih dari 
tanaman tembakau sebagaimana terjadi di wilayah Pemohon, hal demikian 
merupakan kebijakan yang tidak berkaitan dengan ketentuan Pasal 113 UU 36/2009; 
         Bahwa pembentukan Pasal 113 UU 36/2009 a quo dimaksudkan untuk 
menyatakan bahwa tembakau adalah termasuk zat adiktif, dan karena termasuk zat 
adiktif, maka akan diatur produksi, peredaran, dan penggunaannya, sebagaimana 
kemudian ditentukan dalam Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116 UU 36/2009. Apabila 
Pasal 113 Undang-Undang a quo dipandang kurang tepat penempatannya di dalam 
UU 36/2009, dan seandainya pun kemudian ditempatkan dalam Undang-Undang lain, 
hal demikian tidak akan mengubah daya berlaku dari substansi Pasal 113 tersebut. 
Artinya, substansi tersebut tetap menjadi sah meskipun tidak dicantumkan dalam UU 
36/2009. Bahkan seandainyapun frasa ”zat adiktif” dalam Pasal 113 Undang-Undang 
dihilangkan, hal demikian tidak akan mengubah fakta bahwa senyatanya tembakau 
memang mengandung zat adiktif; 

           Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah 
menjatuhkan putusan yang amarnya  Menyatakan menolak permohonan Pemohon 
untuk seluruhnya. 
 
Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Dan Alasan Berbeda (Concurring 
Opinion) 
            Terhadap putusan perkara ini terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yang 
pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar dan 
Hakim Konstitusi Hamdam Zoelva serta 1 (satu) orang Hakim Konstitusi yang memiliki 
alasan berbeda (concurring opinion) yaitu Hakim Konstitusi Achmad Sodiki sebagai 
berikut: 

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar 
Pembatasan tembakau sebagai zat adiktif telah tidak memperhatikan fakta 

bahwa ada kurang lebih 6 juta rakyat Indonesia yang hidup dan perikehidupannya 
bergantung pada tembakau dengan segala industrinya. Apalagi industri tembakau 
merupakan salah satu kontributor terbesar pendanaan APBN.  

Pembatasan dapat saja dilakukan asalkan dalam kerangka untuk menjamin 
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain (vide Pasal 28J 
ayat (2) UUD 1945). Jangan hanya demi satu kepentingan kemudian mengabaikan 
hak warga negara Indonesia, karena jika demikian maka telah terjadi pengingkaran 
terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam UUD 1945;  

Dengan memperhatikan uraian di atas, menurut pendapat saya, seharusnya 
Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Pemohon, yaitu menyatakan 
sepanjang frasa ”tembakau” dan ”produk yang mengandung tembakau” pada Pasal 
113 ayat (2) UU 36/2009 tentang Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

 
Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva  

 Pokok persoalan yang dimohonkan para Pemohon kepada Mahkamah adalah 
dicantumkannya secara spesifik tembakau dan produk yang mengandung tembakau 
dalam rangka pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif agar 
tidak menganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, 
masyarakat, dan lingkungan dalam Pasal 113 UU 36/2009. 
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         Untuk memulihkan rasa ketidakadilan dari para petani tembakau dan menjamin 
kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai petani tembakau seharusnya 
Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu dengan 
menyatakan Pasal 113 ayat (2) UU 36/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat. Dihilangkannya Pasal 113 ayat (2) Undang-
Undang a quo tidak dengan sendirinya menghilangkan kewenangan pemerintah untuk 
melakukan pengendalian terhadap tembakau dan segala produknya karena 
kewenangannya masih dimungkinkan berdasarkan Pasal 116 UU 36/2009. Dengan 
dikabulkannya Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang a quo, Mahkamah memberikan 
keadilan kepada para petani tembakau, sehingga yang dikendalikan oleh Pemerintah 
tidak hanya zat adiktif dari tembakau dan segala produknya, tetapi juga seluruh zat 
adiktif yang bersumber dari bahan-bahan lainnya.  
   
Alasan Berbeda (Concurring Opinion) Hakim Konstitusi Achmad Sodiki 

Sudah menjadi keyakinan dunia modern bahwa merokok dapat membahayakan 
kesehatan.Oleh sebab itu meningkatnya jumlah perokok juga akan meningkatkan 
potensi kerugian yang akan diderita baik di bidang kesehatan, produktivitas kerja, 
sekalipun negara memperoleh pajak yang diambil dari produk rokok (tembakau). 
Kesadaran untuk menghindari rokok justru lebih banyak dari kalangan yang cukup 
berpendidikan dari pada dari kalangan yang berpendidikan rendah atau tidak 
berpendidikan. Akan tetapi membatasi meluasnya bahaya merokok tidak mungkin 
hanya digantungkan pada kesadaran dari mereka yang terdidik, tetapi negara harus 
melakukan tindakan antisipatif agar dengan demikian kita akan mewarisi generasi 
yang sehat. Justru kebijakan yang dilakukan saat sekarang ini akan menjadi tidak adil 
jika tidak berdampak baik bagi generasi yang akan datang, karena generasi yang akan 
datang tidak dapat ikut serta menentukan kebijakan yang sekarang diambil oleh 
negara. Tidak dapat dipertanggung jawabkan secara moral, generasi yang akan 
datang menderita karena kesalahan kebijakan generasi sekarang. Lagi pula 
seseorang tidak boleh menarik keuntungan dari perbuatannya yang nyata-nyata 
membahayakan orang lain. Tembakau sebagai zat adiktif sekaligus merupakan bahan 
rokok utama tidak dapat disangkal dapat menyebabkan penyakit kanker, serangan 
jantung, impotensi dan gangguan kehamilan serta janin sebagaimana dicantumkan 
pada label peringatan setiap bungkus rokok. Oleh sebab itu maka permohonan  
Pemohon sudah tepat ditolak oleh Mahkamah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


